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BERITA DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR %%%2 TAHUN 2018

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara, maka Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 19
Tahun 2015 lentang Laporan @Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah
Kota Cimahi perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan
Peraturan Wali Kota;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 (enlang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874) sebagaimana teclah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);




2

.

Menetapkan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Pembentukan  Kota  Cimahi (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2001  Nomor 89,
Tambahan Lembaran Ncegara Republik  Indoncsia
Nomor 4116);

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 41350) scbagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komist  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi
(Lembaran Negara Rcpublik [ndonesia Tahun 2015
Nomor 31});

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin - Pegawal  Negeri Sipil  (Lembaran  Negara
Repubhk  Indonesia  Tahun 2010  Nomor 74,
Tambahan lLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Kormisit Pemberantasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemcriksaan Harta Kekayaan
Penycelenggara  Negara  (Berita Negara  Republik
[ndoncsia Tanun 2016 Nomor 9895);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG LAPORAN
HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
CIMAHLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Wali Kota ini, vang dimaksud dengan :
1. Daerah Kota adalah Dacrah Kota Cimahi.
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. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Wali Kota adalah Wali Kota Cimabhi.
. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Cimahi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

vang sclanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Cimahi.

. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi

eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan
perundang-undangarn.

. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut

LHKPN, adalah laporan dalam bentuk cetak adn/atau bentuk lainnya
tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data
pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara.

. Harta Kekayaan Penyelenggara Negara adalah harta benda berupa harta

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak
dan kewajiban hak lain yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh
Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam
tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara
atau orang lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara
memangku jabatannya.

Wajib lapor LHKPN adalah Pejabat pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi
yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk menyampaikan dan mengumumkan
harta kekayaannya.

Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengkoordinasikan
LHKPN.

e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik
yang dilakukan Penyelenggara Negara kepada KPK.

Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada
KPK.

Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara
kepada publik.

Administrator Kota adalah pegawai yang ditunjuk untuk mengelola aplikasi
e-LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimabhi.

.Administrator Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk untuk

mengelola aplikasi e-LHKPN di Lingkungan Perangkat Daerah.




BAB I1
WAJIB LAPOR LHKPN

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara pada Pemerintah Dacrah Kola Cimahi wajib

menyampaikan LITKPN.

(2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri dari ;
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Wali Kola;

Wakil Wali Kota;

Sekretaris Dacrah;

Asisten pada Sckrelarial Dacrah;

Stal Ahli pada Sekretariat Dacrah;

Sekretaris DPRID;

Inspektur;

Kepala Dinas Pendidikan;

Kepala Dinas Kesehatan;

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penalaan Ruang;

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Kepala  Dinas  Sosial, Pengendalian Penduduk  dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
dan Perindustriar;

Kepala Dinas Perhubungan;

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Kepala Dinas Pangan dan Perlanian;

Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

Kepala Dinas Komunikasi, Inlormatika, Kearsipan dan Perpuslakaan;
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Dacrah;

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Daerah;

Direktur Rumah Sakit Umum Dacrah Cibabat;

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa;

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Camat;

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sckretariat Dacrah;

Kepala Sub Bagian Kebijakan dan Pengembangan Kompelensi Bagian
Pengadaan Barang/Jasa Sckretarial Dacrah;

Kepala Sub  Bagian  Pelaksana Pengadaan  Bagian  Pengadaan
Barang/Jasa Sckretariat Dacrah;

Kepala Sub Bagian Pengelola Sistem Informasi dan Manajemen
Penyedia Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretarial Daerah.
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BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib

menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat :

a. pengangkatan scbagai Penyelengpara Negara pada saat pertama kali
menjabat;

b. pengangkatan kembali  scbagair  Penycelenggara  Negara  selelah
berakhirnya masa jabatan atau pensiun; dan

c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sehagai Penyelenggara Negara.

Penyampailan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

dalam jangka waktu paling lambat 3 (liga) bulan terhilung sejak saal

pengangkatan  pertama/pengangkatan  kembali/berakhirnya  jabatan

scbagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

Penyampaian LHKPN sclama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan

diperoleh sejak tanggal | Januari sampai dengan 31 Desember.
Penyampaian LHKPN scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam jangka waktu paling lambal tanggal 31 Marel tahun berikutnya.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan
dengan menggunakan aplikasi e-LITKPN pada alamat
www.clhkpn kpk.go.id.

Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPK
yang sekurang - kurangnya memuat ;

a. nama;

b. jabatan;

c. instansi;

d. tempat dan tanggal lahir;

c. alamat;

[. identitas istri atau suami;

g. identitas anak;

h. jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki,
1. besarnya penghasilan dan pengeluaran;

J. surat kuasa mendapatkan data keuangan,

k. surat kuasa mengumumkan harta kekayaan; dan
l. sural pernyataan.
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BAB IV
PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

Untuk mengelola dan mengoordinir LIIKPN dibentuk Pengelola LHKPN

Tingkat Kota.

Pengelola LITKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :

da. penanggung jawal;

b. ketua;

c. wakil ketua;

d. sekretaris;

¢. anggota.

Pengelola LHKPN scbhagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas

sebagai berikul :

a. mengoordinir dan mengelola LHKPN  bagi Penyelenggara Negara di
lingkungan Pemerintah Dacrah Kota Cimahi;

b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib
LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Descember setiap tahun;

c. mengingatkan  pegawai  untuk  mematuhi  kewajiban  penyampaian
LITKPN;

d. melaksanakan  sosialisasi  kewajiban  penyampaian  LHKPN  kepada
pegawari;

¢. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan cvaluasi terhadap
kepatuhan wajib LHKPN serta dalam melaporkan dan mengumumkan
harta kekayaan;

[. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Wali Kota
melalui Sckretaris Dacrah,

Pasal 7

Pengelolaan LHKDPN di setiap Perangkat Daerah dilaksanakan oleh pejabat

yang membidangi kepegawaian.

Tugas Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

a. mengoordinir  dan mengelola LHKPN di masing-masing Perangkaf
Daerah;

b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan wajib
[LHKPN kepada pcngelola LIIKPN Tingkat Kota paling lambat tanggal 10
Desember seliap tahun;

¢. mengingatkan  pegawai untuk mematuhi  kewajiban  penyampaian
LHKPN;

d. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKPN kepada Kepala

Perangkat Daerah.

Pasal 8
Untuk membantu tugas Pengelola LHKPN scbhagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2], ditunjuk Administrator Tingkat Kota dan Administrator
Tingkat Perangkat Dacrah.
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Administrator Tingkat Kota schagaimana dimaksud pada ayal (1), adalah

pejabat yang ditunjuk olech Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Dacrah.

Administrator Tingkal Kota schagaimana dimaksud pada ayat (1),

mempunyal tugus ;

a. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib
LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember sctiap tahun;

b. melakukan pemutakhiran data scbagimana dimaksud pada huruf a ke
dalam Aplikasi ¢ LHKPN;

¢. mengingatkan Wajib LHKPN untuk memaluhi kewajiban penyampaian
dan pengumuman LITKPN; dan

d. memiliki - peran  membuat  akun  administrasi  Perangkat Dacrah,
melakukan  verifikasi  pendaltaran  wajib - lapor baru dan  update
perubahan data wajib lapor.

Administrator Tingkat Perangkal Dacrah schagaimana dimaksud pada ayat

(1), adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Dacrah.

Administralor Tingkat Perangkat Daerah schagaimana dimaksud pada ayat

(1), mempunyai tugas

a. membuat akun Penyclenggara Negara /Wajib LITKPN;

b. membual / update daftar wajib lapor;

¢. melakukan pendampingan pengisian Aplikasi e-Filling; dan

d. memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing Perangkat Dacrah untuk
selanjutnya disampaikan kepada Administrator Tingkat Kota.

BAB V
SANKSI

Pasal 9
Penyelenggara Negara scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayvat (2) yang
tidak menyampaikan LITKPN sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 5
diberikan sanksi disiplin sesuai denzan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VI
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 10

Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal

10 terlebith dahulu melalul proses scbagai berikut:

a. diberikan peringatan sccara lerlulis sebanyak 3 (liga) kali, dengan
masing-masing lenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;

b.jika sampai peringatan ketiga belum menyvampaikan LHKPN maka
kepada Penyelenggara Negara terscbut diberikan sanksi scbagaimana
dimaksud pada Pasal 10.

Penjatuhan hukuman disiplin  scbhagaimana dimaksud pada Pasal 10

berpedoman pada peraturan perundang undangan.




(3) Scbelum penjatuhan hukuman disiplin sehagaimana dimaksud pada ayat
(2) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraluran Wali Kota
Cimahi Nomor 19 Tahun 2013 tentang Laporan llarta Kekayaan Penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi
Tahun 2015 Nomor 257), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12
Peraturan Wali Kota mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kola Cimahi.
Ditetapkan di Cimahi
pada tangeal L Tepruar 208
WALI KOTA CIMAHI,
Ttd
AJAY MUHAMMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi

pada langgal




